
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOI/,ANG MONGONDO\I/ SELATAN
NOMOR I' TAHUN 2AI4

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,

TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibava

Mengingat : 1.

pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Tunjangan
Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Ttrnjangan Ketua
Rukun Tetangga, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, T\rnjangan Penghasilan
Aparatur Pemerintahan Desa dan T\rnjangan Ketua Rukua
Tetangga;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur
Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 1-25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437l, sefoagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaraa Negara
Republik Indonesia Nomor a84a\

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor a8761;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2AO5 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Nerya Republik Indonesia Nomor a5871;

_l-

b.

2.

3.



5.

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 tahun 2OOT tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 8 Tahun 2}ll tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun z}fi Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 8);

Peratrrran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 19 Tahun 2ol3 tentang Anggaran Pendapaten dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun
Anggaran 2Ol4;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEI,AKSANAAN
ALOKASI DANA DESA, TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR

PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN
TETANGGA

6.

7.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
2. pemerintah Daerah aaaUfr Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebogai unsur

penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri Sekretaris Desa, Porobis-
porobis dan Kepala-kePala Dusun;

S. iremerintah"r, b""* aaaUn penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adai istiadai setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Badan Permusya:waratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraa.n

pemerintah"o dr*a sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

T. itukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam
desa; 0
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8.

9.

10.

11.

Bantuan keuangan bagi desa adalah keseluruhan bantuan keua:rgan dari
Pemerintah Kabupaten kepada desa yang terdiri dari ADD, TPAPD dan
T\rnjangan Ketua RT;
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diberikan ke desa
berdasarkan rurrus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
dikelolah oleh Pemerintah Desa secara otonom berdasarkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan
yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh desa
selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk
melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan di tingkat
Kecamatan, da:r Pelaksanaan di tingkat Desa.

BAE} II
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 19 Tahun 2O13 tentalg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2AL4, Jumlah keseluruhan
bantuan keuangan bagr desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
adalah sebesar Rp. 15.363.800.000,- (lima belas milyar tiga ratus enarn puluh
tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian peruntukan sebagai
berikut:
a. Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 7.616.600.000,- {tujuh milyar enam

ratus enarn belas juta enam ratus ribu rupiah);
b. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebesar RP"

6.L63.2}0.000.-(enarn milyar seratus eoarn puluh tiga juta dua ratus ribu
rupiah);

c. T\rnjangan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 1.584.OOO.OOO.* (satu milyar
lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 3

(1) Bahwa Peruntukan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 7.616.600.000,- (tujuh
milyar enam ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) adalah sebagai
berikut:
a. Alokasi Dana bagi 69 desa definitif yang ada di Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan sebesar Rp. 6.956.600.000,- (enam milyar sembilan
ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

b. Alokasi Dana bagS 12 desa persiapan sebesar Rp. 66O.O00.000,- (enam
ratus enam puluh juta rupiah), dengan jumlah alokasi dana bagt setiap
desa sebesar Rp. 55.OOO.OOO,* flima puluh lima juta rupiah).

{2) Bahwa Peruntukan T\rnjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
sebesar RP. 6.163.2OO.0OO.-{enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua
ratus ribu rupiah); bagi Sangadi d3n Perangkat Desa non PNS adalah
sebagai berikut , ,!
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a. Sangadi sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan;
b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.OO0.OOO,- perbulan;
c. Porobis sebesar Rp. 65O.OOO,- perbulan;
d. Kepala Dusun sebesar Rp. 650.0O0,- perbulan;

(3) Bahwa Peruntukan Tunjangan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp.
1.584.OOO.OOO.- {satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
adalah masing-masing Ketua Rukun Tetangga non PNS sebesar Rp.
250.000,-.

Pasal 4

(1) Mekanisme penghitungan ADD bagi 69 desa definitif sebagaimana
dimaksud pasal 3 huruf a dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai
berikut:
a. 60 o/o dari Rp. 6.956.600.000,- = Rp. 4.173.960.000,-
b. 40 o/o dar:r Rp. 6.956.600.000,- = RP. 2.782.640.000,-

(2) Pembagian ADD bagi desa sebesar Rp. 2.782.640.00O,- secara proporsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan
rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel
Independen Tambahan sebagai berikut :

a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :

1. Tingkat Kemiskinan,
2. Pendidikan Dasar,
3. Tingkat Kesehatan,
4. Keterjangkauarl Desa,

b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari ;

1. Stabilitas Desa,
2. Jumlah Penduduk,
3. Luas Wilayah,

(3) Nilai Bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel
Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (21 dalam
Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel Bobot Angka Bobot
(a)=Bobot lJm.l Bobot

1. Tingkat Kemiskinan 3 o.t7

2. Ketedangkauan Desa 3 o.L7

3. Tingkat Kesehatan 2 0.11

4. Pendidikan Dasar 2 0.11

5. Jumlah Penduduk 2 0.11

6. Stabilitas Desa 4 o.22

7. Luas Wilayah 2 0.11

Jumlah 18

Variable tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3)

pada variabel 6 dalam Peraturan Bupati ini, di dasarkan atas tingkat
permasalahan yang timbul di desa dan tindak lanjut penanganannya,
dengan kriteria sebagai berikut , 

f
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Desa dikategorikan Sarryat Stabil dan diberikan nilai 3, apabila
permasalahan yang timbul di desa dapat diselesaikan oleh pemerintah
dan masyarakat desa atau tidak ada masalah di desa yang diselesaikan
oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten,
Desa dikategorikan Culwp Stabil dan diberikan nilai 2, apabila
permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh
pemerintah dan masyarakat desa tapi harus diselesaikan oleh
pemerintah kecamatan,
Desa dikategorikan l\dak Stabil dan diberikan nilai 1, apabila
permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh
masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tapi harus
diselesaikan oleh pemerintah kabupaten.

BAB III
PRINSIP _ PRINSIP PENGELOI,,AAN ADD

Pasal 5

(1) Pengelolaan ADD bagl desa, T\rnjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah
Desa dan Tunjangan Penghasilan Ketua RT merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa;

(21 Keseluruhan jumlah bantuan keuangan desa yang diterima oleh desa
pada Tahun 2OL4, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2Ol4;

(3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara terbuka dengan melibatl<an selumh unsur masyarakat
di Desa.

Pasal 6

(1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat
dipertanggungiawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;

(21 Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan
terkendali.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang

a.

b.

c.

bersangkutan.



Pasal 8

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. 30 7o untuk kegiatan operasional pemerintah desa;

b. 70 7o untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah

desa sebagaimana dimaksud pasal t huruf (a) dalam Peraturan Bupati ini,
meliputi kegiatan rutin pemerintahan desa sebagai berikut:
a. Honorarium PJAK, PJOK dan Bendahara Desa, dengan besaran sebagai

berilmt :

1. Honorarium PJAK Desa
2. Honorarium PJOK Desa
3. Honorarium Bendahara Desa : Rp. 15O.OOO,OO/bulan

b. Kebutuhan Alat tulis Menulis Kantor ;

c. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan

ketentuan:
l-. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kecamatan maksimal 1 (satu) hari :

Transport pulang pergl : Rp. 5O.OOO,-

Lumpsum : RP. 5O.OOO,-

2. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kabupaten maksimal
- Kecamatan Bolaang Uki Transport pulang pergl

Lumpsum
- Kecamatan Posigadan Transport pulang pergl

Lumpsum
- Kecamatan Pinolosian Transport pulang pergl

Lumpsum
- Kecamatan Pinolosian Tengah Transport pulang

Pergr
Lumpsum

- Kecamatan Pinolosian Timur Transport pulang
pergl
Lumpsum

3. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Luar Daerah Kabupaten (dalam
propinsi) maksimal 3 (tiga) hari :

: Rp. 25O.OOO,OO/bulan
: Rp. 2OO.OOO,OO/bulan

1 (satu) hari:
Rp. 50.OOO,-

Rp. 50.OOO,-

Rp. 15O.OOO,-

Rp. 50.OOO,-

Rp. 125.000,-
Rp. 50.OOO,-

Rp. 125.000,-
Rp. 50.00O,-

Rp. 150.000,-
Rp. 50.OOO,-

Transport pulang pergr
Akomodasi dan Penginapan
Uang Makan
Uang Saku

Rp. 3OO.OOO,-

Rp. 25O.OOO,-/hari
Rp. 2O0.OOO,-/hari
Rp. 250.000,-/hari

a. Perjalanan dinas keluar propinsi disesuaikan dengan standar biaya
perjalanan dinas setara golongan III.

Biaya Konsumsi Rapat ; g
t
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Pasal 8
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Pasal 9
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desa sebagaimana dimaksud pasal t huruf (a) dalam Peraturan Bupati ini,
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Biaya Konsumsi Rapat ; g
t
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e. Biaya pemilihan sangadi bagi desa yang akan melaksanakan pilsang ;
f. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa ;

g. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas sangadi ;
h. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional

pemerintahan desa.
(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan

masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal t hunrf b dalam Peraturan
Bupati ini meliputi :

a. 30 o/o untuk kegiatan fisik di desa, meliputi ;

1. Pembuatan gorong-gorong ;

2. Pembangunan balai desa ;

3. Rehabilitasi balai desa/ rehabilitasi kantor desa ;
4. Pembuatan jalan setapak/ jalan desa ;
5. Pembuatan Drainase/ Saluran Air;
6. Pengadaan Katinting desa ; dan
7. Pengadaan Tanah Kas Desa/ Tanah Bengkok, dan lain sebagainya.

b. 20 %o untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD, seperti ;

1. Insentif atau penunjang kine{a BPD ;

2. Kebutuhan Alat Tulis Menulis unhrk kegiatan BPD ;

3. Perjalanan Dinas BPD ;

4. Biaya Konsumsi Rapat BPD ;

c. lO % untuk penunjang kegiatan Pemberdayaan PKK, seperti :

1. Pengadaan sa.r€Lna dan prasarana penunjang kegiatan PKK ;
2. Pengadaan konsumsi rapat - rapat PKK ;

3. Pengadaaan Pakaian PKK;
4. Biaya sosialisasi PKK ditingkat dusun ; dan
5. Kegiatan lomba PKK dan kegiatan - kegiatan PKK lainnya.

d. 1O o/o untuk operasional pemuka agama yal:.g ada di desa yar:g terdiri
dari imam dan pegawai syar'i, pendeta, penatua dan Gembala, seperti;
1. Insentif bagr imam dan pegawai syart. Pendeta, Penatua dan

Gembala;
2. Pengadaan Pakaian dan perlengkapan lainnya bagi pemuka agama.

e. 7O o/o untuk operasional lembaga adat yang ada di desa, seperti ;

1. Insentif bagi ketua dan anggota lembaga adat;
2. Pengadaan pakaian adat; dan
3. Biaya konsumsi rapat lembaga adat.

f. LO o/o untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olahraga, seperti :

1. B.iaya kegiatan perkemahan pemuda diluar desa ;

2. Pengadaan alat - alat olahraga ;

3. Kegiatan lomba dan pertandingan olahraga yang melibatkan pemuda;
4. Biaya konsumsi rapat pemuda ; dan
5. Perjalanan dinas forum pemuda di desa dan kegiatan pemuda

lainnya.
g. 5 o/o untrrk operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa, seperti;

1. Insentif bagi lembaga pemberdayaan masyarakat desa ;

2. Pengadaan pakaian lembaga pemberdayaan masyarakat desa ; dan
3. Biaya konsumsi rapat.

h. 5 o/o untuk operasional petugas Hansip (Linmas) yfftg ada di desa ;
1. Insentif bagi petugas Hansip (Linmas) ; dan

T
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2. Pengadaan pakaian hansiP.
(3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional

pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (21 didasarkan atas prinsip
prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

(4) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan ayat (2) harus dapat dipertanggungiawabkan sesuai peruntukannya
yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran keuangan dilengkapi

dengan Surat Pertanggungiawaban lainnya.
(5) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (21

huruf (a) harus dapat dipertanggungiawabkan paling lama 9O (sembilan

puluh) hari kalender.
(6) Rincian penggunaan, peruntukan dan pembagian Alokasi Dana Desa,

TPAPD dan Tunjangan Ketua RT baik desa delinitiv maupun desa

persiapan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran f dan Lampiran
II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bahwa hal-hal yang belum jelas menyanglmt teknis penggunaan ADD pada
kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan fisik serta kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Fasilitasi
tingkat Kabupaten.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,

TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD)

DAN TUNJANGAN RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 11

(1). Pembayaran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai
dengan jumlah dana yang ditetapkan bagt tiap desa :

a. Tahap I sebesar : 60 o/o (enampuluh persen);
b. Tahap II sebesar : 40 o/o (empatpuluh persen);

{21. Pembayaran T[njangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan
Tunjangan RT dilaksanakan setiap bulan;

(3). Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran ADD,
TPAPD dan Tunjangan Penghasilan Ketua RT ke setiap desa, maka
penyaluran ADD, TPAPD dan Tunjangan Penghasilan Ketua RT
dilaksanakan oleh Bank;

(4l'. Sangadi, perangkat desa dan ketua-ketua RT diwajibkan membuka
rekening di Bank;

(5). Setiap tahapan pencairan dana baik ADD, TPAPD, Tunjangan RT harus
dilampiri rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa; .!
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(6). Pemerintah Desa mengajukan
Peraturan Desa tentang APBDes
Masyarakat dan Pemerintahan
Selatan.

permintaan ADD dilampiri dengan
tahun 2Ot4 ke Badan Pemberdayaan

Desa Kabupaten Bolaang Mongondow

Pasal 12

Setiap pergantian Perangkat Desa dan Ketua RT, harus segera
disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa melalui Camat dengan Surat Keputusan.

BAB VI

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

(1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat
Kabupaten dengan Surat Keputrrsan Bupati dengan susunan tim adalah
sebagai berikut :

Pengarah

Penanggung jawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
KepaTa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kepala Bidang Penguatan Aparatur dan
Pengemb€urgan Desa BPMPD Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan;
l. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan;
3. Unsur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan

Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan;

4. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan;

5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

6. Kepala Bagran Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Teknologi Tepat Guna BPM-PD Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan;

8. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPM-
PD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

9. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan
Penin$katan Peran Masyarakat BPM-PD
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

I
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1.0. Kasubbid Penguatan Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan;

l" 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPM-PD
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

12. Unsur LSM;
L3. Unsur Media Cetak.

(2) Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 13
ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebdakan, data dan

informasi tentang ADD;
b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan

pelatihanlorientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;

c. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa yang ada di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan rumus yang telah
ditetapkan;

d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pertanggungiawaban
Alokasi Dana Desa;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Alokasi
Dana Desa;

f. Melaporkan kegiatan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

Pasal L4

(U Di tingkat Kecamatan di bentuk Tim Pendamping Alokasi Dana Desa yang
ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan susunan tim yaitu ;

Ketua : Camat
Penanggung jawab Administrasi Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
Penanggung jawab Operasional Kegiatan : Kepala Seksi PMD

(2)Tugas Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (U di atas adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis Pengelolaan dan
penggunaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-
masing,

b. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi penyusunan Surat
Pertanggungiawaban Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya
masing-masing,

c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Alokasi Dana
Desa di wilayah kecamatannya masing-masing,

d. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD secara
berkelanjutan,

e. Menyusun laporan penggunaan ADD di wilayah kecamatannya masing-
masing dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Pasal 15

(U Di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa
berdasarkan Surat Keputusan Camat 

Y**, 
susu.nan Tim sebagai berikut:

I



Penanggung jawab Administrasi Kegiatan :

Penanggung jawab Operasional Kegiatan :

Bendahara :

Sekretaris Desa
Porobis Pembangunan
Bendahara Desa

(2)Tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana
dimaksud pasal 15 ayat (1) di atas, adalah sebagai berilmt :

a. Melakukan pendataan dan memasukan laporan data indikator dan
variabel yang digunakan dalam penghitungan bantuan keuangan bagi
desa kepada Tim Fasiltasi ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim
Pendamping ADD Tingkat Kecamatan,

b. Menerima, menyimpan dan membayarkan Alokasi Dana Desa kepada
pihak-pihak pengguna ADD berdasarkan permintaan yang ada,

c. Meminta Surat Pertanggungiawaban penggunaan ADD dari pihak
pengguna.

d. Men5rusun laporan pertanggungiawaban penggunaan ADD dan
menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten
melalui Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.

e. Menyampaikan laporan penggunaan ADD setiap bulan.
f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD di

desanya masing- masing.

BAB VII

SISTEM PELAPORAN DAN PENGAIil/ASAN

Pasal L6

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir bulan
berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang
melalui jalur stmktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh
Sangadi ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping
Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat
Desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal L7

Subtansi laporan sebagaimana dimaksud pasal 16 adalah meliputi
a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,

b. Masalah yang dihadapi,
c. Hasil akhir pengguna€Ln dana

I
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Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan
secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat
sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

(21 Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan
penggunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang
mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.

(3) Indikator yang digunakan datam menilai keberhasilan pengelolaan dan
penggunaan ADD adalah sebagai beriktrt :

a. Pengelolaan

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa;

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
pertanggungiawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.

b. Penggunaan

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan
dalam APB Desa;

2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;

3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tirggt;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan

ADD;

6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;

7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di
desa tersebut.

Pasal 19

Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran ADD harus dibuktikan dengan krivitansi
yang ditandatangani oleh bendahara desa dengan mengetahui PJAK dan PJOK
tingkat desa.

Pasal 20

(U Administrasi pertanggungiawaban perjalanan dinas bagt sangadi,
perangkat desa, tim pelaksana ADD tingkat desa, BPD dan PKK harrs
dibuktikan dengan surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas
(SPPD) dan kwitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas dan
laporan pelaksanaan tugas.

(21 Administrasi pertanggungiawaban pengadaan ATK dan barang-barang
lainnya untuk kegiatan fisik harus melampirkan berupa nota pes€uran

bahan/barang, berita acara penerimaan barang dan kqritansi pembayaran.

(3) Administrasi pertanggungiawaban pengadaan rehabilitasi gedung atau
pengadaan gedung kantor yang bersifat konstnrksi/Iisik harus""o

(



dilampirkan berupa laporan pelaksana pekerjaan, gambar pekerjaan,
gambar pekerjaan Oo/o, 50% dan 1OO7o, Nota Pesanan Bahan/Barang,
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Pekerjaan
dan Kwitansi Pembayaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2t

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2AL4

Diundangkan di Bolaang Uki

KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG
NOMOR II TAHUN 2OI4

-f auymt BoLAANG MoNGoNDow sELATAN,

DAERAH
NDOW SEI.ATAN,

MONGONDOW SEI,,ATAN
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LAMPIRAN I

PEMTURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NoMoR ll rnuunzorn
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,

TUNJANGAN PENGHASILAN APAMTUR PEMERINTAH DESA DAN

TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

DAFTAR REKAPITUI.ASI KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2014
UNTUK MASING,MASING DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

KECAMATAN/DESA
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LAMPIRAN I

PEMTURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NoMoR ll rnuunzorn
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,

TUNJANGAN PENGHASILAN APAMTUR PEMERINTAH DESA DAN

TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

DAFTAR REKAPITUI.ASI KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2014
UNTUK MASING,MASING DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

KECAMATAN/DESA



KECAMATAN/DESA

ADD

JUMLAH ADD

(Ro)

JUMITH TPAPD

(Rol

JUMTAH

TUNJANGAN R']

(Ro)

JUMIAH TOTAL

BANTUAN

KEUANGAN DESI

(RoI

OPERASIONAT

PEMERINTAHAN

DESA

3096

IRnl

FISIK DAN

PEMBERDAYMN

70%

lRol

RINCIAN PENGGUNMN FISIK DAN PEMBERDAYMN 70%

FISIK

t@6

IRnl

BPD

zo%
(Rol

PKK

TM
{Ro)

PEMUXA

AGAMA

to%
lRnl

LEMBAGA

ADAT

to%
lRnl

PEMUDA

70%

lRnl

LPM

5%

{Rol

HANSIP

s%

{Ro}

IOSIGADAN

}OTULIODU 29,503,35t 68,841,15i 20,652,?4t 13,768,23: 6,884,111 6,88411( 6,884,111 6 884,11( 3,442,05t 3,/142,051 98,344,515 67,800,00{ 18,000,00( 184,1114,515

TOLUTU 31,281,63! 72,99O,44i 21,897,L41 14,598,09t 7,299,0,41 7,299,U1 7,299,041 7,299,O4t 3,&9,521 1$49,521 104,272,t18 75,6{D,0(x 24,000,00r 20r,872,tt8

l/IILANGODAA 32,47X,79: 75,772,t41 22,t31,65r 15,154,43r 7,577,2L1 7,577,2il 7,577,2!l 7,577,711 3,788,60! 3,788,60! 108,245,975 75,600,00( 2L,ffi,@( 204,845,975

UTILANGODM BARAT 30,239,62i 70,559,11! 21,t67,731 14,t1t,82, 7,055,91: 7,055,91 7,O55,9Li 7,O55,91i t,527,951 ?,527,951 L@,798,742 75,600,00( 24.0O0,001 200,398,742

SINOMBAYUGA 32,440,94' 75,595,63; 22,708,691 15,139,12: 7,569,54 7,569,5@ 7,969,54 7,569,59 3,7U,781 3,7A4,7A" 108,136,624 79,800,0o( 18,000,ofi 205,936,624

SAKTI 32,732,e6i 75.376,69 22,913,00; 15,275,33r 7,617,66t 7,637,@l 7,617,661 7,637,66! 3,81&83r 3,818,83' 109,109,5s7 75,600,00{ 24,0m,00( 2o4,709,557

-UWOO 32,966,05{ 76,92O,4Oi 23,076,241 15,384,161 7.692,084 7,692,081 7,692,08r 7,692,O8t 3,846,04{ 3,845,04r 109,885,860 75,600,0u 24000,ofi 209,486,860

,ILOLAHUNGA 29,42O,27i 8,il7,30'. 20,594,19( t3,729,441 6,464,73( 6,464,731 6,854,73t 6,W,731 3,432,361 3,432,361 98,067,s73 87,600,0q 24m0,0c[ 209,657,573

,OMALIA I 31,956,83I 73,555,9s, 22,W6,7A1 14,73r,191 7,365,s9! 7,365,59! 7.365,59! 7.355.59! 1,682,791 3,682,791 LO5,222,792 95,400,00( 30,000,fix 230,622,792

1l ,OMALIA II 31,258,371 72,936t91 21,880,85! 14,547,241 7.299.62( 7,293,621 7,293,621 7,293,621 3,646,81( 3,645,811 104,194,569 83,/t00,00{ 3o,o0o,@( 217,594,369

1 ,lEYAMBANGA 31,640,s8! 73,a2a,44: 22,t48,47 t4,765,ffi 7,382,W 7.382.8()/ 7.382.80. 7,382,801 3,69L,4O', 3,69t,402 105,468,631 87,600,00( 24,0@,00( 277,065,637

,ONALA
34,522,27t 71,2t8,il1 21,365,59: t4.243,721 7,L2t,A6t 7,tzt,8a 7,L2t,86 ?,L2t,86t 3,560,93i 3,560,93i t0,.,740,9r5 79,800,00( 18,0m,00( 199,540,915

1 /IANGGADA 27,963,481 65,248,141 19,574,44 13,049,62r 6,524,8t1 6,524,81 6,524,8U 6.524.47 3,262,40', 3,262,Ni 93,211,629 79,818 00r 18,0fi),00( tgt,011,629

l4ISAIBUAH 33,300,54: 77.70r.26:, 23,tt0,371 r5.540,25 7,770,121 7,770,t71 7,770,12t 7,770,121 3,885,06: 3,885,06: 111,001.802 83.400,00 30,000,0m 224,4O\AOZ

1 "roN 28,362,99r 66,180,3?i 19,854,09r 6,618,03 6,618,03. 6,618,03: 5,618,03: 3,309,01( 94,543,32s 79,800,001 18,m0,00( f,92,343,325

1 )AKUKU JAYA 29,A4,51i 69,637,Lgi 20,891,15! 13,927,431 6.963.721 6,963,721 6,961,721 6,963,721 3,481,86r 3,481,86( 99,481,709 60,000,0{r 12.0@.00( 17LA81,7O9

{UNUKA RAYA 30.200,88r 70,46A,73i zL,t&,621 t4,o93,74', 7,A6,87i 7,M6,87i 7.O46.87i 7.046.871 3,523,43) 3,523,43i 100,669,618 79,800,00 18,000,00( 198/459,618

ilOLOSIPAT 29,957,651 69,901,2e 20,97O,36 t3,984,24i 5,990,12( 6,990,12( 6,990,12( 6,990,12r 3,495,06( 3,495,06( 99,858,863 79,800,0()l 18,000,ocx 197,658,863

1 ITEYAMBANGA TIMUR 29,735,OV 69,381,724 20,EtA,Sl B,a76,l4l 6,938,17i 6,938,77i 6,938,17: 6,938,t7" 3,469,08( 3,459,08r 99,116,747 79,800,00r 1&000,0c[ 196,916,747

2( LOHELUMA 31.063.75: 72,482,081 2t.744.621 L4,496,47 7,24A,2q 7.244.m1 7.248.201 7.248.201 3,624,W 3,624,LO/ r03,545,8/10 79,800,00 r8,000,00( 201,345,840

21 dILANGODAA UTAM 28,2A6,4A 56,001,74: 19,800,52: 13,200,341 6,6@,77, 6,@,t7t 6,640,17t 6,fiO,171 3,30q08; 3,30O,08i 94,288,20t 79,800,00( 18,000,00( 192,088,201

,INOLOSIAN

-INAWAN 1 30,463,01i 71,08036( 2L,324,LO[ t4,zt6,o7i 7.108.03t 7,108,03( 7.108,03r 7.1S,03( 3,5t4,011 3,5s401r t0t,543,372 75,600,00( 24000,00( 201,143,372

.INAWAN 30,596,35r 71.391.49 21,4t7,441 t4,278,29t 7,119,t41 7,139,t41 7.139.14! 7,139,t41 3.569.57: 3,169,571 to1,9a7,u$ 67,800,00( 18,000,fix 187,7A7,846

{UNUK 34,066,"141 79,48905! 23,8/,6,72'. t5,897,8Lt 7.948.90 7,948,W', 7.948,90: 7,948,90: 3,974,45 ?,974,45: 113,555,812 75.600,0Cl( 24,000,00( 2L3,t55,812

LOMATA 28,780,721 67,155,02! 20,145,50t 13,431,00! 6,715,50! 6,715,soi 6,715,50: 6,715,50: 3,157,79 3,357,75 95,935,751 67,800,00( 18,000,@( r8t,735,75r

,INOLOSIAN 29,756,451 69,437,721 20,429,5u 13.886.34( 6,943,t7i 6,943,t7i 6,943,17i 6,943,77i 3,47L,581 3,47L,581 99.188.182 87,600,fiX 24,000,00( 21o,788,t82

)INOLOSIAN SELATAN 29,7L2,6il 69,329,M: 20,798,831 13,865,88r 6,932,94/ 6,932,94, 6,932,94, 6,932p4 t,466,47:. 3,466,47i 99,042,059 60,000,00( 12,mO,0(x MLMZ,Agg

|OLOTOYON 3t,492,46', 73,442,4V 22,O44,72', 14,696,48! 7,548,241 7 344.24i 7.348.24: 7,X44,24:, 3,674,12',. 3.6't4,t2 104,974,891 83,400,00( 30,000,0fi 2r8374,891

(OMBOT 30,680,34! 71,587,47i 2t,476,24: r43L7.491 7,158,74 7,154,74'l 7,t58,74 7.\\4.74'. 3,579,37, 3,579,37t LO2,267,8!8 103.200,00r 36,000,00( 241,467,a18

,UNGKAP 30.996.00; 72,174,@l 21,697,201 t4,464,801 7,2X2,4d 7.232.M 7,232,44 7,232,& 3,616,20r 3,616,20( ta3320,@7 79,800,00 18,000,00( 201,t20,@7

,INOLOSIAN TENGAH

UIATAINDO 29,558,771 68,97O,47t 20,69L,L4i 13,794,09r 6,897,04r 5,A97,Ul o897,04r 5,897,0r1t 3,444,52, 3,448,521 98,529,255 60,000,0q 12,000,(rc( r70,529,255

TOROSIK 31,141,9tr 72,664,4!i 7!,199,33( 14s32,88: 7,26$,44i 7,2ffi,44i 7,266,441 'r,26544i 3,633,22: 3,633,221 103,806,333 67,800,00( 18,000,00( 189,606,333

\DOW SELATAN 29,101,63! 67.903,82! 20,371,14 r3,580,76! 6,790,38: 6,7 ,381 6,790,38' 6,790,54i 3,395,191 3,395,191 97,@5,464 75,600,00( 24,0@,00( 196,605,464

\DOW 3L,567,061 73,656,491 22,096,941 t4,73t,ZE 7,365,641 7,365,il1 7,365,641 7.365.64! 3,682,82I 3,642,421 1o5,223,564 87,@0,ocx 24,0@,0& 216,823,564

}EAGA 26,547,961 62,038,s8: 18,511,57t 12,407,7t 6,203,8st 6,203,851 6,203,85r 6,203,85r 3,101,92! 3,101,921 48,626,56 60,000,00( 12,000,00( 160,626,546



(

KECAMATAN/DESA

JUTLAH TOTAL



(

KECAMATAN/DESA

JUTLAH TOTAL



/
LAMPIRAN II (
PEMTURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NoMoR 11 rRtruru zot+
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,

TUNJANGAN PENGHASILAN APAMTUR PEMERINTAH DESA DAN

TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

DAFTAR REKAPITULASI KEUANGAN BAGI DESATAHUN 2014

UNTUK MASING.MASING DESA PERSIAPAN DI KAEUPATEN BOLAANG i'ONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2044

KECAMATAN/DESA

ADD

JUMI-AHADO

(Ro)

IUMLAH TPAPD

{Rp),

JUMTAH

TUNJANGAN RI

lRo)

JUMTAHTO1IAL

BANTUANl

KEUANGAN DESI

{Rol

OPERASIONAL

PEMERINTAHAN

DESA

30%

lRol

FISIK DAN

PEMBERDAYAAN

70%

ffio)

RINCIAN PENGGUNAAN I-I5IK DAN PTMtsEKUAYAAN

HSil(

30%

lRol

BPD

20%
(Ro)

P(K

to%
lRol

PEMUKA

AGAMA

LO%

{Rp}

LEMBAGA

ADAT

10%

(Rol

PEMUDA

to%
{Rol

I.PM

5%

(Rpl

HANSIP

5%

(Ro)

BOTAA'{G UXI

;ALONGO BAMT 16,5q),000 38,500.@0 11,550,000 7,700,000 3.850,000 3,850,000 3,850,000 3,850 000 1,925,00O 1,925,000 55,000,000 87.500,000 24,000,000 166,600,000

{ALABOLU 16s(x),000 38,500,000 u,sso,mo 7,700t000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3.850.000 1,925,000 1,925,0@ 55,000,000 72,o(n,mo 12,000,000 139,000,000

}INIHA SETATAN 16,500,000 3&s00,000 u,sso,ocx) 7,700t0ff1 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850 000 1,925,(x)0 1,925,0@ 55,000,000 72,000,000 12,00o,00o 139,000,0@

}UDEPO BARAT 16,50O,000 38,500,mo 11.550.000 7,70O'O0O 3,850,000 3,850 000 3,850,00(] 3,850,000 1,925,0@ 1,925,0(x) 55,000,000 67,800,000 18,000,000 140,800,@0

,OS!GADAI{

vloMALlA lll 16,500,000 38,500,000 11,550,0q) 7,7001000 3.850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,0@ 1,925,000 182s,000 55,000,000 79,80O,000 r&000,000 152,800,0fi)

NO6OTA 16soo,ocx) 38,500,000 11,550,0@ 7,70O100o 3,850,000 3,85o,ooo 3,850,000 3,850,000 1,925,000 r,925,ON 55,000.000 72,000,000 12,000,000 139,m0,000

rtilotostaN

(OMBOTTIMUR 16,5m,000 38,50O,00O 11,550,000 7,700!000 3,850,000 3.850,000 3,850,000 3,850,000 1,925,000 1,925,0(x) 55,000,000 72,000,000 12,000,000 139,000,000

)INOIOSNN TENGAH

UA?AINDO UTARA 16,soo,000 3&50O,m0 r1,550,000 7,7001000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,m0 1,92S,000 1,925,000 55,000,000 72,000,000 12,@0,ofi) 139,000,000

TOBAYAGAN SELATAN 16,500,000 38,500,000 11,550,000 7,700,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 1,925,000 1,925,000 55,000,000 72,000,0o0 12,000,000 139,0@,000

ltilotostAt{ TiMUR

ilOTANDOI SETATAN 16,s@,000 38,500,000 11,550,0{p 7,70010@ 3,850,0(D 3,850,000 3,850,000 3.850,000 1,925,000 1,925,0@ 55,000,000 72,0m,0fi) 12,000,000 139,000,000

'ERIUANGAN
16,500,000 38,5@,000 11,550 000 7,700i000 3,850,000 3,850,m0 3,850,@0 3,850,0@ 1,925,000 1,925,000 55,000,000 72.000.000 1e000,000 139,000,000

)NGGUNOI SELATAN 16,500,0q) 38,500,000 11,550,000 7,700t000 3,850,00O 3,850,oOO 3,8s0,000 3,850,0ff) 1,925,000 1,925,fi)o 55,000.000 72,000,000 18,000,000 145,0@,000

"ilrilr At{ ToTAL 660,000,000 883)?0o,(fr 174,m0,00( 1,7t7,2@,A0O

fi. euexr B.LMNG/ SELA
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